BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA

Menimbang

Mengingat

DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa Besaran
tunjangan BPD ditetapkan oleh Bupati;

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2021 maka dilakukan penyeusian terhadap besaran
iuran BPJS kepala desa dan perangkat desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan
Perubahan Kedua Peraturan Bupati Bandung Barat
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Kepala Desa,
Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4688);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah kedua kali
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 18
Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 130);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1802);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun
2010 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi
Jawa Barat : 52/2015);

Peraturtan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 83 Seri
E);

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 8
Seri E).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2020
tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 4 Seri E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 44
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4
Tahun 2020 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020
Nomor 45 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)
(2)

Pasal 8
Besaran Iuran BPJS ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

Tata Cara pendaftaran dan perubahan kepesertaan serta rekonsiliasi data
pembayaran Iuran bagi Kepala Desa dan perangkat desa dilakukan
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)
(2)

(3)

Pasal 15

Setiap anggota BPD diberikan tunjangan tugas pokok dan fungsi atau
tunjangan kedudukan.

Besaran tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam APBDesa.

Tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Diantara BAB IIl dan BAB IV ditambahkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA dan 1
(satu) Pasal yaitu Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

BAB IIIA
PENYALURAN

Pasal 15A

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan
kedudukan BPD bersumber dari Alokasi Dana Desa yang disalurkan ke
rekening desa selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulan;

Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
untuk keperluan pembayaran 1 (satu) bulan.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 7 Maret 2022

P1t. BUPATI BANDUNG BARAT,

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 5 SERI E



